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ABSTRAK

Winda Riskayanti. Nim : 105261100320 Judul Skripsi : Legalitas Wali Nikah
Silariang Dalam Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus di Kemenag Kota
Makassar. Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Pembimbing I: Dr.
Mukhlis Bakri., Lc., M.A dan Pembimbing Il: Muh. Chiar Hijaz., Lc., MA.

Penelitian ini membahas tentang Legalitas Wali Nikah Silariang dalam
Perspektif Hukum Islam di Kemenag Kota Makassar. Adapun pokok masalah
dalam penelitian ini adalah: 1) Dampak yang ditimbulkan dalam kasus silariang di
Kemenag Kota Makassar, 2) Pandangan Hukum Islam terhadap legalitas wali
nikah silariang di Kemenag Kota Makassar.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) yang
bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi
komunikasi serta pendekatan Al-Qur’an dan hadist. Mengingat penelitian yang
dilakukan bersifat kualitatif, maka penelitian dilakukan langsung oleh peneliti
menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi dan ditujukan
langsung ke lokasi yang diteliti yaitu pada Kemenag Kota Makassar, yang berada
di Kota Makassar. Setelah memperoleh data-data yang dibutuhkan kemudian data-
data tersebut diolah, dianalisa, dan disusun dalam bentuk skripsi.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Dampak yang ditimbulkan terhadap
kasus silariang di Kemenag Kota Makassar adalah terusir dari keluarga pelaku
silariang, keretakan hubungan keluarga, menikah tanpa izin orang tua, melanggar
adat. Melakukan pernikahan silariang lalu tidak abbaji’ (tidak pulang baik ke
orang tua), maka itu perlu diatasi dengan melakukan pernikahan. Sebagai orang
tua perlu memerhatikan pergaulan anak dan memahamkan tentang ilmu agama
sehingga tidak terjadi apa yang tidak diinginkan. 2) Pandangan hukum lIslam
terhadap legalitas wali nikah silariang di Kemenag Kota Makassar bahwa apabila
pelaku silariang mendapat izin dari orang tua untuk menikah dengan
menggunakan wali hakim maka pernikahannya itu tetap sah, akan tetapi jika tidak
mendapatkan izin dari orang tua maka pernikahannya tidak sah dan dianggap
berzina.

Kata kunci : Legalitas; Silariang; Hukum Islam.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Zaman globalisasi saat ini semakin banyak menunjukkan kebebasan
generasi muda dalam pergaulan yang cenderung bebas dalam hubungan asmara.
Banyak yang menyimpang dari norma-norma yang ada. Sebagai umat Muslim,
kita harus mengikuti ajaran agama yang telah diturunkan oleh Allah SWT melalui
al-Qur'an sebagai pedoman hidup, termasuk dalam hal pernikahan. Pernikahan
dalam Islam adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk
menghalalkan hubungan intim mereka dengan dasar kerelaan dan ridha keduanya,
demi menciptakan kebahagiaan keluarga yang penuh kasih sayang dan
ketentraman sesuai dengan kehendak Allah SWT.*

Pernikahan adalah suatu kewajiban bagi individu yang memiliki
kemampuan baik secara fisik maupun mental dengan menjalani ikatan pernikahan,
hati seseorang akan lebih terlindungi dan terjaga dari godaan hawa nafsu. Seperti

yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

-
/D/

3 L)Lm,j uy V.<w d\»j L@_J\ w ubjx v,<mu rQ d1> o u s
djj.{&.) (’)‘J g_,\,‘}) J;

Terjemahan :
“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-
pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.

! Abd. Kadir Ahmad, Sistem Perkawinan Di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Cet. I;
Makassar: Indobis Publishing, 2006), h. 17.



Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran
Allah) bagi kaum yang berpikir”.?

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa; Allah menciptakan perempuan
dari jenis mereka sendiri agar tercipta rasa kasih sayang di antara mereka. Jika
Allah SWT menciptakan laki-laki dari jenis manusia dan perempuan dari jenis
lain seperti jin atau hewan, maka tidak akan ada perasaan kasih sayang di antara
mereka dan pasangan yang berbeda jenis akan merasa tidak senang. Namun,
berkat rahmat dan kasih sayang-Nya, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan
agar tercipta rasa kasih sayang di antara mereka.

Dari ayat di atas, terlihat bahwa semua makhluk yang diciptakan oleh-Nya
diciptakan berpasangan, agar hatinya tidak merasa gelisah. Sebagai umat-Nya,
kita dapat memahami bahwa hidup berpasangan adalah naluri alami manusia dan
makhluk hidup lainnya, bahkan segala sesuatu diciptakan dalam bentuk
berpasangan.’

Apabila pernikahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, maka keluarga
yang tumbuh dari pernikahan tersebut akan menjadi keluarga yang penuh dengan
kasih sayang. Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi petunjuk
agama agar dapat membentuk rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah
wa rahmah, bahagia, dan sejahtera. Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan
naluri manusiawi yang perlu dipenuhi, dan manusia juga diciptakan untuk

mengabdikan diri kepada penciptanya dalam segala aktivitasnya. Pemenuhan

2 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta Timur: Bintang Indonesia,
2022) h. 406.

¥ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir, (Cet,XIll; Jakarta: Pustaka
Imam Asy-Syafi’i, 2019), h. 237-239



naluri manusia, termasuk pemenuhan biologis, diatur oleh Allah SWT melalui
aturan perkawinan.”

Perkawinan yang sangat tidak disetujui adalah perkawinan silariang
(kawin lari). Kawin lari adalah bentuk perkawinan yang tidak didasarkan pada
persetujuan orang tua, tetapi didasarkan pada keinginan sepihak atau keinginan
kedua belah pihak yang terlibat. Kawin lari umumnya terjadi tanpa adanya
lamaran atau pertunangan secara resmi. Tujuan dari perkawinan ini adalah untuk
menghindari berbagai kewajiban yang timbul akibat perkawinan yang direstui,
serta ketidakadanya restu dari kedua orang tua atau salah satu orang tua, meskipun
keduanya saling mencintai.’

Pernikahan adalah momen penting dalam kehidupan, karena di dalamnya
terdapat nilai-nilai sakral dan ibadah yang tinggi. Islam menempatkan pernikahan
sebagai sesuatu yang mulia dan dihormati.

Perkawinan semacam ini sering terjadi karena kedua pasangan ini merasa
cocok dan sangat ingin menikah, namun terdapat hambatan seperti tidak adanya
restu dari salah satu keluarga, atau penundaan yang tidak diinginkan oleh kedua
belah pihak. Mereka akan menghadapi segala rintangan demi mewujudkan
keinginan mereka. Inilah saatnya ketegasan pasangan tersebut muncul, sehingga
mereka memutuskan untuk menikah tanpa seizin keluarga (kawin lari). Dalam

proses pernikahan ini, keduanya meninggalkan rumah untuk tinggal di tempat

* Djaman Nur, Fikih Munakahat (Cet. I; Semarang: Toha Putra, 1993), h. 3.

> Mukhtaruddin Bahrun, Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Menurut KHI,(Vol.1,
No0.02: Jurnal Diskursus Islam, Agustus 2013), h.211

® Ika Ningsih, Zulihar Mukmin, dan Erna Hayati, ”Perkawinan Munik (Kawin Lari) Pada
Suku Gayo di kecamatan Atu Lntang Kabupaten Aceh Tengah, “Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah 1,no. 1, 2016), h. 111.



yang jauh dari orang tua masing-masing sehingga sulit untuk mendapatkan
persetujuan dari wali nasab. Mereka kemudian melangsungkan pernikahan di
tempat baru tersebut. Kasus seperti ini sulit untuk menentukan siapa yang menjadi
wali pernikahan di tempat baru mereka tinggal, tanpa kejelasan mengenai wali
nikah atau izin dari wali sebenarnya yaitu orang tua kedua belah pihak. Padahal,
salah satu syarat sah pernikahan adalah persetujuan dari wali.”

Dalam pernikahan, wali memiliki peran penting sebagai salah satu syarat
sahnya pernikahan. Namun, saat ini banyak terjadi kasus kawin lari di mana kedua
mempelai hanya menggunakan wali yang tidak jelas dan tanpa sepengetahuan
wali nasabnya. Hal ini terjadi karena pasangan tersebut merasa cocok dan ingin
menikah, namun ada halangan yang menghalangi mereka. Oleh karena itu, mereka
nekat melakukan kawin lari. Fenomena pernikahan tanpa restu atau izin dari orang
tua perempuan semakin banyak terjadi di masyarakat. Pemuda dan pemudi
mengambil jalan pintas dalam pernikahan demi hidup bersama orang yang mereka
cintai sebagai pasangan suami istri dengan cara nikah silariang. Namun, dalam
ajaran Islam, pernikahan yang sesuai dengan syariat adalah cara hidup bersama
sebagai pasangan suami istri. Oleh karena itu, sebaiknya menghindari tindakan

kawin lari karena bertentangan dengan agama dan hukum positif.”

’ Sinarti, Legalitas Wali Nikah Silariang Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum
Islam (Studi kasus dikelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten
Takalar 2017), UIN Alauddin, h. 3

8 Muh.Yusri,Muliaty Amin, Suf Kasman, Latar Belakang Terjadinya Kawin Silariang di
Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, (Vol.2, No. 04: Jurnal Mercusuar,
2021),h.2



Dari penjelasan di atas peneliti berminat untuk mengkaji bentuk skripsi
dengan judul: “Legalitas Wali Nikah Silariang dalam Perspektif Hukum Islam;
Studi Kasus di Kemenag Kota Makassar.”

B. Rumusan Masalah

Dari pokok permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan sub masalah

sebagai berikut:
1. Bagaimana dampak yang ditimbulkan pada kasus nikah silariang (kawin
lari) di Kemenag Kota Makassar ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap legalitas wali nikah dalam
kasus silariang (kawin lari) di Kemenag Kota Makassar ?
C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada uraian sebelumnya, maka yang
menjadi tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan pada kasus nikah silariang di

Kemenag Kota Makassar.

2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap legalitas wali nikah
dalam kasus silariang di Kemenag Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Berkaitan dengan pentingnya penelitian bagi peneliti, maka manfaat
penelitian dalam rumusan masalah ini berfungsi untuk menjelaskan dan

menekankan secara jelas manfaatnya, yaitu :



1. Bagi Peneliti

a. Akan menambah wawasan pengalaman dan wawasan dalam meneliti
sistem hukum perkawinan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

b. Akan mengetahui pengembangan dakwah hukum pernikahan dalam
meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya dalam Kota Makassar.

c. Akan menambah pengetahuan tentang hukum pernikahan silariang dalam
mensosialisasikan pentingnya pernikahan di kalangan masyarakat.

2. Bagi Kemenag Kota Makassar

a. Akan berfungsi sebagai bahan kajian evaluasi bagi Kemenag Kota
Makassar dalam meningkatkan strategi untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat untuk melaksanakan suatu pernikahan.

b. Bisa berfungsi sebagai acuan dalam membuat rancangan strategi.

3. Bagi Masyarakat

a. Agar dapat memahami tentang hukum pernikahan silariang dalam
meningkatkan kesadaran untuk melakukan pernikahan.

b. Dapat menjadi salah satu bacaan dalam menyikapi pernikahan silariang.



BAB Il

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu &S =S =S5 yang berarti
nikah atau menikahkan®. Perkawinan secara bahasa berasal dari kata “kawin”
yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis,
melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga
“pernikahan”, berasal dari kata nikah (z\Sil) yang arti bahasanya
mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Kata
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“nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan juga untuk arti
akad nikah.

Dalam KBBI Perkawinan adalah perikatan perkawinan yang dilakukan
sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.’®

Secara istilah perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya
istimta’ (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut
bukan dengan wanita yang diharamkan, untuk membolehkan bersenang-senang

antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya

perempuan dengan laki-laki.**

° A.W Munawir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap (Surabaya: Pustaka
Progresif, 1997), h. 1461.

'® Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia, PT. Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta, 2008, h.962.

1 Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, Kencana, Jakarta, 2010, h. 7



Di dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan dikemukakan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari bunyi pasal tersebut arti dari perkawinan
adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai
suami isteri."?

Dalam hukum Islam, kata perkawinan dikenal dengan istilah nikah.
Menurut ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah.
Melakukan perbuatan ibadah berarti juga melaksanakan ajaran agama Islam.
Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua
makhluk, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Dengan
perkawinan tersebut makhluk hidup dapat berkembangbiak atau
mengembangkan keturunannya sehingga dapat mempertahankan eksistensi
kehidupannya di alam. Perkawinan bagi manusia, sebagaimana makhluk hidup
yang lain, adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan untuk
beranak, berkembangbiak untuk kelestarian hidupnya, setelah masing-masing
pasangan melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan

perkawinan.*®

12 Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Arkola, Surabaya, 2007, h. 5
3 Abdillah Mustari, Reinterpretasi Konsep-konsep Hukum Perkawinan Islam (Cet, I:
Makassar: Alauddin Universeri Press, 2011), h. 123.



2. Jenis pernikahan yang terlarang
Pernikahan adalah cara untuk mengalirkan naluri manusia dalam memenuhi
keinginan seksualnya dan tetap menjaga keutuhan agama yang dianut. Dalam
agama Islam, keluarga yang diidamkan adalah keluarga yang harmonis, penuh
kasih sayang, dan saling menghormati. Tujuan dari pernikahan adalah untuk
menciptakan kedamaian jiwa, melanjutkan keturunan, dan memenuhi
kebutuhan biologis. Pernikahan memiliki peran yang sangat penting dalam
Islam, oleh karena itu pernikahan harus dilakukan sesuai dengan ajaran agama
Islam.*
Ada beberapa jenis pernikahan yang terlarang sebagai berikut :
a) Nikah Mut’ah
Nikah mut'ah adalah bentuk pernikahan sementara atau pernikahan
dengan batasan waktu tertentu (kontrak) yang disepakati oleh pria dan
wanita. Dalam agama Islam, jenis pernikahan ini juga dianggap tidak
sesuai dengan konsep pernikahan yang dianggap sebagai ikatan yang
langgeng dan membangun keluarga yang stabil.
Salah satu dalil yang menjelaskan nikah mut’ah adalah melalui
sebuah riwayat hadits sebagai berikut.

4_»_»_‘03'0/“ grai O >S_> 3_3‘ L5
e L5 5i> da5x o u_s 0u_>3_3 L5 5i>

Qu_u_cﬁ_:l L5 50> .)l_wu_:.x}l}_ﬂ

Juc\_)_sli}_cc\_o_l_wu_soul_sldj;

4 Agus Hermanto, larangan perkawinan dari figih, hukum islam, hingga penerapannya
dalam legislasi perkawinan indonesia (Bandar lampung: lintang rasi aksara books, 2016), h. 2.
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Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah
menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad telah menceritakan
kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad telah menceritakan kepada kami
Abu Umais dari lyas bin Salamah dari bapaknya ia berkata: "Rasulullah
SAW membolehkan nikah mut'ah pada tahun Authas (tahun
penaklukan kota Makkah) selama tiga kali. Kemudian beliau
melarangnya.” (HR Muslim)

Dapat disimpulkan bahwa nikah mut'ah pada dasarnya adalah pernikahan
yang bertujuan untuk menikmati kenikmatan tanpa memiliki ikatan
pernikahan resmi seperti yang dimiliki oleh suami dan istri, serta
menciptakan hubungan yang erat antara individu dan masyarakat melalui
hubungan antara beberapa keluarga.*

b) Nikah Syighar
Nikah Syighar adalah memiliki arti ar raf'u atau mengangkat.

Seperti halnya pelaku syighar, mereka saling mengangkat kaki secara

berhadapan sebagai bentuk peremehan atas tawar menawar yang mereka

lakukan. Nikah syighar adalah ketika seorang wali menikahkan gadis
yang sudah dibesarkannya kepada pria dengan syarat ia juga harus
menikahkannya dengan gadis yang telah dibesarkannya. Artinya,

pernikahan ini dilakukan dengan cara saling tukar menukar anak

'* Khazanah, Pernikahan Dalam Islam Yang Dilarang, https://detik.com/ pernikahan-
yang-dilarang-dalam-islam-hati-hati, diakses pada sabtu 17 Juni 2023.
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perempuan atau saudara perempuan untuk dijadikan istri masing-masing
tanpa mas kawin. Oleh karena itu, pernikahan syighar mirip dengan barter
komoditas dalam jual beli.

Dalam agama Islam, pernikahan semacam ini dianggap tidak sah
dan dilarang karena melanggar prinsip kesetaraan dalam pernikahan serta
tidak menghormati hak-hak individu wanita. Selain itu, pernikahan ini
juga dianggap sebagai jenis pernikahan jahiliyyah karena praktiknya
sudah dikenal sejak zaman sebelum ada syariat Islam.®

c) Nikah Muhallil

Salah satu jenis pernikahan yang dilarang adalah nikah muhallil.
Pernikahan ini umumnya dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan hanya
untuk melegalkan pernikahan lainnya. Dalam hal ini, nikah muhallil
digunakan sebagai jalan tengah. Nikah muhallil merujuk pada pernikahan
yang dilakukan oleh seorang suami setelah menceraikan istrinya
sebanyak tiga kali, dan sang istri kemudian menikah dengan pria lain,
namun mereka bercerai sebelum pernah melakukan hubungan suami-istri.
Jenis pernikahan ini seolah-olah terlihat sah, namun sebenarnya hanya
merupakan cara untuk menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh
Allah SWT.

3. Rukun Perkawinan
Rukun adalah unsur yang menentukan keabsahan suatu pekerjaan

(ibadah) dan merupakan bagian dari rangkaian pekerjaan tersebut, seperti

'8 Fatimatu Zahro, Pernikahan Terlarang Dalam Perspektif Islam, IAIN Negeri Metro,
h.6
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kehadiran calon pengantin dalam pernikahan. Syarat adalah unsur yang
menentukan keabsahan suatu pernikahan (ibadah) namun tidak termasuk dalam
rangkaian pekerjaan tersebut.'’

Adapun rukun nikah yaitu:
a. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.

Perkawinan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara laki-laki
dengan perempuan yang menjadi sebab sahnya status suami istri. Hal ini
berarti perkawinan itu hanya dibenarkan antara laki-laki dengan perempuan
dan dilarang antar laki-laki dengan laki-laki atau antar perempuan dengan
perempuan.®

Syarat calon mempelai laki-laki :
1) Beragama Islam.
2) Laki-laki.
3) Jelas orangnya.
4) Dapat memberikan persetujuan.
5) Tidak terdapat halangan pekawinan.

Syarat calon mempelai perempuan :

1) Beragama Islam.
2) Perempuan.
3) Jelas orangnya.

4) Dapat diminta persetujuannya.

" Wirani Aisiyah Anwar, Silariang dalam Perspektif Hukum Islam, (Vol. 06, No.2:
Jurnal Pendidikan dan Studi Islam; Ashahabah, Juli 2020), h.111

18 Slamet Abidin Dan H. Aminuddin, Figh Munakahat, Cv. Pustaka Setia. Bandung,
1999, h. 64
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5) Tidak terdapat halangan perkawinan.™
Dengan dilaksanakannya sebuah pernikahan maka kedua calon
pengantin laki-laki dan perempuan adalah beragama islam, tidaklah sah
jika seorang muslim menikah seorang non muslim dengan tata cara islam
(ljab kabul). Dalam pernikahan adanya calon suami dan calon istri adalah
hal yang terpenting dalam melangsungkan pernikahan, sehingga harus
jelas orang yang akan menjadi calon suami dan calon istri karena
keduanya merupakan penanggung jawab dari terjadinya pernikahan. Tidak
akan sah suatu pernikahan jika tidak jelas siapa yang menjadi calon suami
dan calon istri. Pernikahan adalah salah satu langkah kebaikkan untuk
menjadikan salah satu orang tersayang sebagai sesuatu yang halal untuk
dimiliki, dan merupakan salah satu bentuk ketakwaan kepada-Nya.
b. Wali
Wali adalah perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai
perempuan atau wakilnya dengan calon suami. Wali hendaklah seorang
lelaki, muslim, baligh, berakal dan adil. Karena itu perkawinan tanpa wali
dianggap tidak sah.
c. Dua Orang Saksi
Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan
perkara tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat, dan ia alami

sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dengan demikian,

¥ Ahmad Rofig, Hukum Islam Indonesia (Cet. 1V; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2000), h. 71.
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dapat disimpulkan bahwa saksi nikah adalah orang yang melihat, mendengar,
atau mengetahui sendiri suatu peristiwa/kejadian akad nikah antara wali
nikah/wakilnya dengan calon suami/wakilnya dengan tujuan mereka kelak dapat
memberikan keterangan yang diperlukan guna kepentingan perkara tentang
pernikahan yang diketahuinya itu.
Adapun yang menjadi syarat-syarat saksi yaitu:
1) Beragama Islam.
2) Baligh.
3) Berakal.
4) Mendengarkan langsung perkataan ljab Qabul.
5) Dua orang laki-laki atau 4 orang perempuan.
6) Adil.%
Keberadaan dua orang saksi dan pemenuhan syarat-syarat menjadi
saksi termasuk salah satu elemen penting dan syarat dalam perkawinan.
d. ljab Qabul
ljab gabul adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses
pernyataan ijab dan penerimaan kabul dalam akad nikah. ljab merupakan
pernyataan dari calon pengantin perempuan yang diawali oleh wali. ljab
merupakan pernyataan dari perempuan yang menunjukkan keinginannya
untuk menjadi istri sah seorang laki-laki. Pernyataan ijab ini harus jelas dan

tegas. Sementara itu, kabul adalah pernyataan penerimaan dari calon

?° Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 8.
2! Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 15.
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pengantin laki-laki terhadap ijab yang diajukan oleh wali calon pengantin

perempuan. ljab kabul merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan

menjadi salah satu elemen penting dalam akad nikah.?
Adapun syarat-syarat ijab gabul yaitu:

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.

2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.

3) Memakai kata-kata nikah, taswij atau terjemahan dari kata nikah.

4) Antara ijab dan gabul bersambungan.

5) Antara ijab dan gabul jelas maksudnya.

6) Orang yang berkait dengan ijab qgabul tidak sedang dalam ihram
haji/umrah.

7) Majelis ijab dan gabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu:
calon memepelai pria atau wakilnya. Wali dari mempelai wanita atau
wakilnya, dan dua orang saksi.?®

Dari keempat rukun nikah tersebut, yang paling penting adalah ijab
dan gabul antara pihak yang mengadakan pernikahan dengan pihak yang
menerima akad. Sementara itu, syarat perkawinan adalah persyaratan yang
terkait dengan rukun-rukun atau yang mengikuti rukun perkawinan, seperti

persyaratan bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab gabul. Jika akad nikah

2 H. Abdul Hadi, M.A., Figh Munakahat, CV. Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015, h.
105-106.

%> Achmad Punima, Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang
no.1 tahun 1974,(Vol.19, No. 1: Jurnal Yustitia: Universitas Wiraraja, Mei 2018), h.91.
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atau perkawinan tidak memenuhi syarat dan rukun nikah, maka perkawinan
tersebut dianggap tidak sah menurut hukum.?
4. Hikmah Perkawinan
Pernikahan memiliki peran penting dalam kelangsungan hidup manusia
di dunia ini, karena melalui pernikahan, generasi-generasi selanjutnya dapat
terus ada. Dalam hubungan suami istri, kita dapat terhindar dari godaan setan
yang dapat menghancurkan kehidupan kita. Selain itu, pernikahan juga berfungsi
sebagai pengaturan hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan saling
membantu dan saling mencintai serta menghormati satu sama lain. Sebagai
seorang wanita muslimah, kita memiliki tanggung jawab untuk menjalankan
tugas-tugas di dalam rumah tangga, seperti mengatur rumah, merawat anak, dan
menciptakan suasana yang menyenangkan. Hal ini bertujuan agar suami kita
dapat menjalankan kewajibannya dengan baik, baik dalam kehidupan dunia
maupun akhirat.?
Hikmah perkawinan yang terpenting yaitu sebagai berikut:
a. Memenuhi kebutuhan dasar.
Allah SWT menciptakan manusia dengan rasa tertarik terhadap lawan
jenisnya. Laki-laki merasa tertarik pada wanita, begitu pula sebaliknya. Rasa

tertarik ini adalah bagian dari fitrah yang telah ditentukan oleh Allah bagi

% Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Cet. 111; Jakarta: Kencana
Predana Media Group, 2009), h. 60.

%> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif
Hukum Islam, (Vol. 5, No. 02; Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Yudisia, Desember
2014), h.293.
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manusia. Oleh karena itu, dalam agama Islam, pernikahan diwajibkan dengan
tujuan untuk memenuhi fitrah tersebut.”®
b. Pernikahan merupakan pondasi yang kuat dan stabil bagi keluarga.
Dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang suci dan berhubungan
dengan agama. Seseorang akan merasakan adanya ikatan yang suci yang
meningkatkan sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan rohani dan jiwa yang
meningkatkan martabat manusia dan membuatnya mulia dibandingkan
dengan tingkat kebinatangan yang hanya berhubungan dengan nafsu birahi
antara jantan dan betina. Bahkan hubungan suami istri sebenarnya adalah
ketenangan jiwa dan kasih sayang.
c. Menikah merupakan benteng perlindungan bagi manusia
Menikah memiliki peran penting dalam menjaga kehormatan dan
menjauhkan dari perbuatan yang dilarang dalam agama. Dengan menikah,
setiap pasangan diizinkan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya secara
sah dan diperbolehkan. Pernikahan tidak membahayakan umat, tidak
menyebabkan kerusakan, tidak berdampak pada perilaku yang tidak
manusiawi, tidak menyebabkan penyebaran Kkejahatan, dan tidak
menggiring para pemuda ke dalam kebebasan yang salah.
d. Menahan keinginan duniawi
Nikah adalah sebuah institusi yang memiliki banyak manfaat, seperti

menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan kebaikan bagi

*® Sinarti, Legalitas Wali Nikah Silariang Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum
Islam (Studi kasus di Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten
Takalar 2017), UIN Alauddin, h. 23
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orang lain, serta memenuhi hak-hak istri dan anak-anak dengan cara mendidik
mereka. Selain itu, pernikahan juga dapat melatih kesabaran terhadap perilaku
istri dengan cara berusaha secara optimal untuk memperbaiki dan memberikan
petunjuk jalan agama. Semua manfaat tersebut merupakan perbuatan yang
memiliki keutamaan yang agung. Sebagai pemimpin dalam rumah tangga, laki-
laki memiliki tanggung jawab untuk memimpin dan memiliki kewenangan.
Istri dan anak-anak adalah keluarga yang dipimpin, dan keutamaan dalam
memimpin sangatlah penting. Oleh karena itu, tidaklah tepat jika seseorang
yang sibuk mengurus diri sendiri disamakan dengan orang yang sibuk
mengurus dirinya dan orang lain.?’

Dari penjelasan di atas, terlihat jelas bahwa tujuan pernikahan dalam
syariat Islam sangatlah luhur. Pernikahan merupakan salah satu tanda
kebesaran manusia yang sesuai dengan karakter alam dan sejalan dengan
kehidupan sosial untuk mencapai kesempurnaan. Kesalahan yang dilakukan
sebagian umat Islam bukanlah karena ajaran agama yang diberikan, melainkan
karena adanya penyimpangan dari ajaran yang benar. Mereka melanggar
perintah-perintah Allah SWT yang seharusnya dijalankan, dan merusak bumi
sebagaimana halnya binatang, tanpa menyadari bahwa sebenarnya mereka
diciptakan untuk mendidik manusia. Bagi mereka yang belum mampu

menikah, mereka dapat menahan nafsu syahwatnya dengan berpuasa.?®

% Abdul Aziz Muhammad Azzan dan Abdul Wahhab Azzam Sayyed Hawwas, Figh
Munakahat (Cet. I11; Jakarta: Amzah, 2014), h. 39.

28 Muhammad Yunus Shamad, Hukum Pernikahan Dalam Islam, (Vol. V, No.1: Jurnal
Istigra’, 2017), h. 77.
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B. Perkawinan Silariang (Kawin Lari)

Pernikahan dianggap sebagai momen penting dalam kehidupan
manusia, karena dianggap sebagai transisi dari masa remaja ke masa dewasa.
Bagi masyarakat, pernikahan bukan hanya transisi secara biologis, tetapi juga
memiliki makna sosial yang penting, yaitu adanya tanggung jawab baru bagi
pasangan yang menikah terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pernikahan
bagi masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang sakral, sehingga upacara
pernikahan dilakukan dengan penuh khidmat dan meriah.?

Pernikahan Silariang terdiri dari dua kata, yaitu 'si* yang berarti
bersama dan ‘lariang’ yang berarti membawa lari. Jika diartikan secara
sederhana, silariang adalah lari bersama. Arti dari bersama adalah
kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk lari bersama dan
kemudian menikah. Pelaku silariang tidak hanya terbatas pada pemuda dan
pemudi yang belum menikah, tetapi juga berlaku bagi pria dan wanita yang
sudah menikah. Baik keduanya sudah menikah atau belum, atau bahkan salah
satunya sudah menikah dan yang lainnya belum.*

Silariang (kawin lari) adalah istilah yang digunakan untuk
menggambarkan pernikahan yang tidak mengikuti adat. Dalam situasi ini, pria
membawa perempuan lari. Kawin lari sering terjadi ketika lamaran dari pihak

pria ditolak atau karena mahar perkawinan yang ditetapkan oleh keluarga

?® Megawati, Fenomena Nikah Silariang di Kota Pare-pare Tinjauan Sosiologis Hukum,
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-pare, 2019, h.37.

* Anni Nur Annisa, Skripsi “Penerapan Pidana Adat Kasus Silariang dalam Perspektif
Hukum Nasional dan Hukum Islam di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto,”
UIN Alauddin Makassar 2017, h. 16.
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perempuan terlalu tinggi. Penolakan seperti ini sebenarnya juga merupakan
bentuk penolakan yang halus.

Perkawinan yang sangat tidak dihormati adalah perkawinan silariang
(kawin lari), nilariang (anak gadis dilarikan), dan erang kale (perempuan
membawa diri). Jenis perkawinan ini tidak disetujui dan keluarga harus
menanggung beban rasa iri hati, yang berarti perasaan yang merendahkan
martabat keluarga. Semua anggota keluarga dekat merasakan tekanan ini dan
harus diperbaiki, biasanya dengan memberikan sanksi kepada pelaku, minimal
dengan mengucilkan mereka dari keluarga, dan dalam kasus yang paling
ekstrim, pembunuhan.

Kerabat gadis yang mengejar kedua pelarian tersebut dikenal sebagai
tomasiri'. Jika mereka berhasil menemukan para pelarian, ada kemungkinan
bahwa laki-laki tersebut akan dibunuh. Dalam keadaan bersembunyi yang sering
berlangsung berbulan-bulan lamanya, laki-laki tersebut akan berusaha mencari
perlindungan dari seseorang dalam masyarakat. Jika orang tersebut bersedia, ia
akan menggunakan kewibawaannya untuk meredakan kemarahan dari kerabat
gadis tersebut dan menyarankan mereka untuk menerima kedua mempelai baru
tersebut sebagai kerabat dengan baik. Jika ada tanda-tanda bahwa kerabat gadis
tersebut bersedia menerima mereka kembali, keluarga laki-laki akan mengambil

inisiatif untuk mengunjungi keluarga gadis tersebut. Penerimaan dari pihak

*! Abd. Kadir Ahmad, Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, (Cet.
I; Makassar: Indobis, 2006), h. 17-18.
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keluarga gadis untuk berbaik kembali disebut sebagai "a'baji" dalam bahasa
Makassar.*?
Jenis perkawinan yang ada di Makassar yaitu:
a. Pernikahan dengan proses lamaran
Perkawinan dengan proses lamaran ini umumnya terjadi di berbagai
lapisan masyarakat. Bagi bangsawan, peminangan dilakukan melalui upacara
adat. Setelah peminangan diterima, hubungan kedua calon pengantin ini
dianggap sebagai pertunangan. Peminangan dalam perkawinan ini merupakan
cara adat yang digunakan untuk melegitimasi pertunangan seseorang.
b. Perkawinan dengan “Annyala”

Annyala artinya berbuat salah, dalam arti melakukan pelanggaran terhadap
adat perkawinan yang berbentuk minggat. Annyala menimbulkan ketegangan
dalam keluarga perempuan yang minggat yang dikenal dengan siri’, siri’ dalam
masalah Annyala ujung-ujungnya adalah pembunuhan terhadap kedua sejoli
tersebut oleh itu masiri’ (keluarga wanita yang minggat), hal ini merupakan wujud
dari appaeteng siri’ (menjaga kehormatan).*

Perlu dikemukakan bahwa tumasiri (orang yang siri’) dalam masalah
minggat adalah orang tua dan saudara dari pada wanita yang minggat, sedangkan
keluarga hingga sepupu tiga kali merasakan malu keluarganya tersebut yang
disebut pacce, tetapi semua ini sama memiliki kewajiban appaenteng siri’

(menjaga kehormatan) yaitu membunuh kedua sejoli tersebut, kapan dan dimana

%2 Abd. Kadir Ahmad, Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, (Cet.
I; Makassar: Indobis, 2006), h. 20-21.

%% Abd. Kadir Ahmad, Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, (Cet.
I; Makassar: Indobis, 2006), h. 27.
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saja ditemukan kecuali mereka lari, masuk dirumah atau pekarangan orang atau
sempat membuang masuk menutup kepala, antara lain misalnya songkok, berarti
dia sudah berada dalam perlindungan dan bila dia lari berarti karena takutnya
sampai dia lari, demikian pula kalau dia sementara bercocok tanam di sawah atau
kebunnya, mereka tidak bisa diganggu gugat karena dia berada di daerah aman
secara kultural.>*

Jika seseorang di antara mereka bertemu dengan yang minggat tersebut
dan tidak melakukan apapun, maka tindakan tersebut dianggap sah karena mereka
tidak memiliki siri’ atau pacce. Mereka memiliki prinsip bahwa lebih baik mati
daripada hidup menanggung malu. Siri’ dan pacce ini akan berlangsung selama
mereka hidup, hingga mereka berhasil mange a’baji pada keluarga perempuan
dengan persyaratan tertentu. Norma seperti ini masih berlaku di masyarakat
Makassar, tidak terpengaruh oleh usia atau modernisasi.*

C. Pengertian Wali dalam Islam
Wali dalam bahasa Arab adalah rukun pernikahan yang harus dipenuhi
bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya.
Perwalian dalam figh Islam disebut dengan ‘““al-walayah” (.Y l)) kata seperti

(4 >uall), Secara etimologis memiliki beberapa arti, di antaranya adalah cinta

(=~hdan pertolongan (345) . Hakikat dari (4Ys)) adalah (<Y A )

* Abd. Kadir Ahmad, Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, (Cet.
I; Makassar: Indobis, 2006), h. 28.

* Abd. Kadir Ahmad, Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, (Cet.
I; Makassar: Indobis, 2006), h. 30.
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(mengurus/menguasai sesuatu).*

Kata wali dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai
pengasuh, orang tua atau pembimbing terhadap orang atau barang.*’
Sedangkan wali dalam istilah disebut wilayah yang berarti penguasaan dan
perlindungan. Yang dimaksud perwalian adalah penguasaan penuh yang
diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi
orang atau barang.®

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya
berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia
bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu
memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak
sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya.*

Dengan demikian kata wali mempunyai banyak arti, yakni yang dekat,
teman, sahabat, penjaga, wali, sekutu, pengikut, pelindung, pemimpin, yang
dicintai, yang mencintai juga berarti penguasa. Kata wali adalah isim fi’il,
masdarnya adalah wilayah. Kata wilayah secara etimologi berarti al-sultah
(kekuasaan) dan al-qudrah (kemampuan). Karena itu, wali berarti sahibu al-sultah

(yang mempunyai kekuasaan dan kemampuan).*

*® Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,
(Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2004), h.134.

%7 porwadarminta, Kamus Besar Bahsa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h.92.

%% Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang,
2014), h.89.

** Abdur Rahman Ghazaly, Figh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2001), 165.

0 Abdillah Mustari, Reinterpretasi Konsep-konsep Hukum Perkawinan Islam, (Makassar;

Alauddin University, 2011), h.138.
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Wali adalah yang memberikan persetujuan untuk dilaksanakannya
pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita. Wali nikah hanya berlaku
untuk pihak pengantin perempuan. Wali nikah harus memenuhi beberapa syarat,
seperti sudah dewasa, berakal sehat, bebas dari ikatan perbudakan, berjenis
kelamin laki-laki, beragama Islam, adil, dan tidak sedang dalam keadaan ihram
atau sedang menjalankan ibadah umrah. Terdapat tiga jenis wali nikah, yaitu wali
mujbir, wali nasab, dan wali hakim. Wali mujbir adalah mereka yang memiliki
hubungan kekerabatan dengan calon pengantin perempuan, seperti ayah dan
seterusnya. Wali nasab adalah wali nikah yang memiliki hubungan keluarga
dengan calon pengantin perempuan, seperti saudara laki-laki sekandung, sebapak,
paman, dan keturunannya. Sedangkan wali hakim adalah wali yang ditunjuk
berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak (calon suami dan istri). Wali
nikah merupakan salah satu syarat dan rukun dalam pernikahan.**

Adapun yang diutamakan untuk menjadi wali yaitu sebagai berikut :

1. Bapak.

2. Kakek dari jalur bapak.

3. Saudara laki-laki kandung.

4. Saudara laki-laki tunggal bapak.

5. Kemanakan laki-laki (Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung).

6. Kemanakan laki-laki (Anak laki-laki dari saudara laki-laki bapak).

7. Paman dari jalur bapak.

o

Sepupu laki-laki anak paman.

*'M Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996),h.218220.
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9. Hakim bila sudah tidak ada wali (wali tersebut dari jalur nasab).*?

Bila benar-benar tidak ditemui seorang kerabat atau yang dimaksud
adalah wali di atas maka alternatif lainnya adalah pemerintah atau wali
hakim.

Sebagaimana dalam sebuah hadits:

Rasulullah SAW bersabda ;

- o -~ - P -

}/°d

LY e dy Ol Ly LAY

P

Artinya :

“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan penguasa
adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali.” (HR.
Tirmidzi)*

* Sabri Samin dan Andi Narmaya Aroeng, Fikih Munakahat 11, (Makassar: Alauddin
Press, 2010), h.32.

* HR. Tirmidzi (no. 1102) Kitab an-Nikaah, Abu Dawud (no. 2083) Kitab an-Nikaah,
Ibnu Majah (no. 1881) Kitab an-Nikaah, Ahmad (no. 19024), ad-Darimi (no. 2184) Kitab an-
Nikaah, ia menshahihkannya, dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahiihul Jaami’
(V1/203) dan al-Irwaa’ (VI/238)



BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian
Desain penelitian ini terbagi menjadi dua, antara lain adalah sebagai
berikut:
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode
kualitatif deskriptif membentuk opini di kalangan peneliti dengan informan.
Metode ini dipilin karena demikian halnya dalam analisis dapat berupa
menggambarkan semua fenomena dengan lebih baik jelas hadir di masyarakat.
Penelitian ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang telah
disepakati. tersebut di atas, yaitu untuk memperoleh data yang lengkap. Data
diperoleh dari hasil wawancara dan observasi akan dipresentasikan dengan
bentuk deskriptif menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti.**
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.
Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bermaksud memahami
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku,

motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam

* Universitas Negeri Yogyakarta, "MetodePenelitian”,
https://eprints.uny.ac.id/18427/5/5.%20BAB%20111.pdf (diakses pada 20 Mei 2023).
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bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta

dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.*

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif
ini adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan sosiologi komunikasi, yakni dalam melakukan penelitian ini
peneliti mencari sumber data langsung dari narasumber dengan melakukan
interaksi sosial untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

b. Pendekatan ilmu al-Qur’an dan hadis, yaitu mengumpulkan ayat-ayat dan
hadis-hadis yang berhubungan dengan perkara nikah siri’ (silariang),
kemudian mencari penjelasan dari beberapa ulama dan Kompilasi Hukum
Islam lalu ditarik kesimpulan dan dihubungkan dengan permasalahan yang
terjadi di lapangan (Kemenag Kota Makassar).

B. Lokasi Penelitian
Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kantor Kemenag Kota Makassar,

Sulawesi Selatan Indonesia.
C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan di Kantor Kemenag Kota Makassar, dimana pada
penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan perspektif Kemenag Kota
Makassar.
D. Deskripsi Penelitian

Penelitian ini membahas tentang legalitas wali nikah silariang dalam

perspektif hukum Islam; studi kasus di kemenag kota makassar. Penelitian ini

* Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling
(Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, t.th.), h.3
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akan menitikberatkan pada kepala kemenag kota makassar mengenai wali
nikah siariang seperti kasus yang terjadi dikalangan masyarakat, maka peneliti
bermaksud untuk menelaah lebih lanjut mengenai kasus tersebut yang
digunakan dalam mengunakan wali sah atau tidak dalam nikah silariang. Lalu
berikutnya akan disebarkan kepada masyarakat dan diimplementasikan dalam
kehidupan sehari-hari.
E. Sumber Data
Secara umum, sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data
sekunder.
a. Sumber Data Primer
Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau
sumber pertama lapangan.“® Data ini digunakan untuk mendapatkan informasi
langsung tentang bagaimana pandangan Kemenag Kota Makassar tentang
perkawinan silariang di tempat tersebut. Sumber data primer ini berupa: al-
Qur’an, hadis, wawancara, dokumen-dokumen resmi pemerintah.
b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau
sumber sekunder. Sumber data sekunder ini bisa berupa: buku-buku, artikel
ilmiah atau jurnal, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi
pemerintah. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat penemuan dan
melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung

kepada narasumber.

6 M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format
Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi., h. 128.
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F. Intrumen Penelitian.

Instrumen penelitian adalah tentang alat pengumpulan data yang
disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilaksanakan dengan merujuk pada
metodologi penelitian. Alat ini digunakan untuk membantu peneliti dalam
mengumpulkan bahan mentah hasil penelitian. Alat-alat yang digunakan
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Buku catatan, merupakan salah satu cara merekam data lapangan dengan
menyiapkan buku catatan untuk mencatat kata-kata penting, istilah-istilah
yang kurang dimengerti, dan istilah baru yang berkaitan dengan topik
pengamatan saat melakukan observasi dan wawancara.
2. Kamera, sebagai alat untuk merekam gambar di lokasi penelitian, yaitu
tempat observasi dan wawancara.
3. Alat perekam, merupakan salah satu cara merekam data (audio) saat
melakukan wawancara dengan informan.
4. Komputer/laptop, digunakan sebagai media untuk merekap, menyusun
serta mengolah hasil penelitian (berbentuk software) mulai dari awal hingga
hasil penelitian siap untuk dipertanggungjawabkan.
5. Kendaraan (motor), digunakan sebagai alat transportasi saat menuju ke
lokasi penelitian.
G. Tekhnik Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan data kualitatif

Pengolahan data kualitatif dalam penelitian melalui tiga kegiatan

analisis yakni sebagai berikut:
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1. Reduksi Kata
Dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan data, pemusatan
perhartian pada penyederhanaan data, pengabsrakan data, dan
transformasi kata kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di
lapangan.
2. Penyajian Data
Dapat dijadikan sebagai kumpulan informasi yang tersusun
sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan
pengambilan tindakan. Penyajian yang sering digunakan adalah dalam
bentuk naratif.
3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi
Sejak langkah awal dalam pengumpulan data, peneliti sudah mulai
mencari arti tentang segala hal yang telah dicatat atau disusun menjadi
suatu kongfigurasi tertentu. Pengumpulan data kualitatif tidak akan
menarik kesimpulan secara tergesa-gesa, tetapi secara bertahap dengan
tetap memperhatikan perkembangan perolehan data.
b. Analisis Data
Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan
bekerja dengan data, mengorganisasikan dengan data, memilah-milahnya
menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesiskan, mencari dan
menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari

dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Gambaran Umum Kantor Kemenag Kota Makassar.

Kantor Kemenag Kota Makassar sebelum diberi nama Kementrian Agama
(Kemenag) dahulu disebut Departemen Agama (Depag) dan resmi dibentuk
pada tanggal 3 januari 1946, kantor ini bertugas membimbing dan
mengendalikan kehidupan beragama sesuai dengan pembukaan UUD 1945
dan sebagai realisasi dari pasal 29 UUD 1945. Suatu ketika wilayah Sulawesi
Selatan dan Tenggara masih merupakan wilayah satu provinsi yakni Provinsi
Sulawesi Selatan dan Tenggara, instansi Departemen Agama di tingkat
provinsi ketika itu bernama Jawatan Urusan Agama (JAURA) yang
berkedudukan di Makassar-Sulawesi Selatan. Kepala Jawatan Urusan Agama
yang pertama dijabat oleh Bapak Gazali (1950-1952), yang berkantor di jalan
Jenderal Ahmad Yani Makassar. Kantor Jawatan Urusan Agama ini bertugas
sebagai perpanjangan tugas pemerintah pusat pada bidang agama dan
keagamaan di tingkat provinsi. Seiring berjalannya waktu dengan tuntunan
pelayanan pemerintah, maka pada masa jabatan KH. Hasan pada tahun 1967
Kantor Jawatan Urusan Agama berubah nomenklaturnya menjadi Kantor
Perwakilan Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Perubahan
nomenklatur ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal
kepada masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan. Perubahan nomenklatur

ini juga menjadikan lokasi kantor di pindahkan ke jalan Rappocini hingga
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sekarang ini.

Berdasarkan Kepres Nomor 44 tahun 1974, Keputusan Menteri Agama
Nomor 18 Tahun 1975 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Serta
Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama, maka instasi Departemen
Agama tingkat provinsi berubah nomenklaturnya menjadi Kantor Wilayah
Departemen Agama termasuk Kantor Wilayah Departemen Agama
khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Seiringan dengan perkembangan dan
semakin luasnya cakupan wilayah kerja maka nomenklatur Perwakilan
Departemen Agama dirubah menjadi Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi Sulawesi Selatan. Perubahan nomenklatur ini dilatari dengan
semakin luasnya cakupan wilayah kerja pemerintahan, sehingga tuntunan
pelayanan yang lebih khusus dan optimal terkait dengan pembinaan agama
dan keagamaan di Sulawesi Selatan yang menjadi suatu keniscayaan pada
saat itu. Pada saat tahun 2010 atas terbitnya Keputusan Menteri Agama
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Departemen menjadi Kementerian,
maka nama Departemen Agama dirubah menjadi Kementerian Agama. Saat
ini kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan secara
struktural membawahi 23 Kantor Kementerian Agama baik Kabupaten/Kota
se-Sulawesi Selatan. Pada pelaksanaan kegiatan dan program Kantor Wilayah
Kementerian Agama Sulawesi Selatan tetap mengacu pada tugas dan fungsi

Kantor Wilayah Kementerian Agama.*’

*” Kementerian Agama RI Provinsi Sulawesi Selatan, Sejarah Singkat Kemenag Kota
Makassar 4 Maret 2022. https://sulsel.kemenag.go.id/page/sejarah-singkat.
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2. Tugas dan Fungsi Kemenag Kota Makassar.

a. Perumusan visi misi dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan
bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi.

b. Pembinaan, pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam, pelayanan haji
dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan
keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada masyarakat
dan pemberdayaan masjid serta urusan agama, bimbingan masyarakat
Kristen, Katolik, Hindu serta Budha sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

c. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan adminitrasi dan
informasi.

d. Pembinaan kerukunan umat beragama.

e. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian dan pengawasan program
daerah, instansi dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan
tugas Kementerian Agama di provinsi.

f. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah dan lembaga

masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama.*

*® Kementerian Agama RI Provinsi Sulawesi Selatan, Sejarah Singkat Kemenag Kota
Makassar 4 Maret 2022. https://sulsel.kemenag.go.id/page/sejarah-singkat.



3. Struktural Organisasi Kemenag Kota Makassar.

Tabel 1

Struktur organisasi kemenag kota makassar

PAIS
(Pendidikan Agama Islam)

PEND MAS

| (Pendidikan Madrasah)

KEPALA KANTOR

KASUBATU

(Kepala Bagian Tata
Usaha)

PHU

(Penyelengaraan Haji &
Umrah)

PENZAWA

(Penyelengaraan Zakat
Wakaf)

PEI
(Penyelengaraan Kristen)

BIMAS
(Bimbingan Masyarakat Islam)

PD. PONTREN
(Pendidikan Pondok Pesantren)

Sumber data : Dokumen di Kantor Kemenag Kota Makassar

34



35

B. Dampak yang Ditimbulkan Kasus Silariang di Kemenag Kota Makassar
1. Dikeluarkan dari lingkungan keluarga yang melakukan silariang (kawin
lari).
Dampak yang terjadi bagi pelaku silariang (kawin lari) di Kota Makassar
adalah sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga keluarganya.
Berikut hasil wawancara dengan narasumber M (18 tahun)

“Berawal dari orang tua saya yang keduanya saling tidak setuju jika
bersama laki-laki tersebut, sebab laki-laki ini tidak sama seperti keluarga saya
yang bisa dibilang harus paham agama, karena orang tua saya adalah orang
yang suka laki-laki yang paham agama, tetapi bagaimanapun saya sama laki-
laki itu saling cintai apalagi sudah lama menjalin hubungan status pacaran, dari
itu saya diusir dari rumah orang tua dan saya juga merasa anak yang sering
tidak berharga bagi mereka dan merasa dikucilkan, tetapi mereka selalu
melarang apa yang saya mau lakukan, begitupun saya orangnya keras kepala,
makanya saya lebih memilih untuk pergi sebab orang tua kurang kasih sayang
terhadap saya dibanding saudara-saudara yang lain. Itu sebabnya saya kabur ke
rumah laki-laki disanalah tinggal sampai 4 bulan dan hamil tanpa ada ikatan
pernikahan sama laki-laki.”*°

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menyadari bahwa
pentingnya konsep saling pengertian dalam rumah tangga untuk mencapai tujuan
perkawinan yang menghasilkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Orang tua
perlu memberikan pendidikan, nasehat, dan mengawasi pergaulan anak agar

terhindar dari perilaku tidak diinginkan seperti perkawinan di bawah umur.

**Narasumber M (18 tahun), Ibu Rumah Tangga, Makassar, Wawancara 22 Maret 2024.
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2. Keretakan hubungan keluarga.

Berkaitan dengan dampak di atas wawancara salah satu pasangan yang
bercerita tentang silariang (kawin lari) dari narasumber | (20 tahun) dalam
pernyataannya sebagai berikut:

“Saya merasa terkejut karena orang tua S dengan cepat menerima saya
setelah mengetahui bahwa kami saling mencintai. Namun, ketika saya
kembali, ada anggota keluarga yang tidak dapat menerima hubungan kami.
Meskipun begitu, saya terus melakukan pendekatan dan meminta maaf
kepada mereka. Saya selalu datang ke rumah mereka untuk meminta maaf.

Akhirnya, setelah beberapa waktu, saya dimaafkan dan diterima kembali.
Hubungan kami pun menjadi lebih baik.”*

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti memahami bahwa ketika
hubungan seseorang renggang dengan keluarganya, terutama dari pihak
perempuan, langkah yang diambil untuk memperbaiki hubungan tersebut
adalah dengan melakukan pendekatan dan meminta maaf. Dengan begitu,
hubungan mereka dapat kembali normal dan harmonis seperti sediakala.
Meminta maaf dan selalu melakukan pendekatan adalah kunci untuk
membuat hubungan kembali normal seperti biasa. Dalam konteks keluarga,
meskipun terjadi pertengkaran atau ketidaksetujuan, kesalahan yang
dilakukan oleh salah satu anggota keluarga dapat diakui dan dimaafkan. Oleh
karena itu, penting bagi setiap individu yang melakukan kesalahan untuk
mencari cara memperbaiki hubungan dengan keluarganya agar dapat
memperoleh pengampunan dan memperkuat hubungan tersebut. Hal ini

berbeda dengan kasus silariang (kawin lari), di mana hubungan dengan

**Narasumber I, (20 tahun), Buruh Harian, Makassar, Wawancara 23 Maret 2024.
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keluarga seringkali terputus dan sulit untuk dipulihkan, bahkan hanya untuk
bertemu saja dapat membahayakan nyawa si pelaku.

Namun salah satu narasumber S (42 tahun) la mengaku ketika
silariang (kawin lari) ia sering ditemui secara sembunyi-sembunyi oleh
sepupunya. Sebagaimana pengakuannya sebagai berikut:

“Ketika saya kawin lari, sepupu saya kadang menemui saya secara
sembunyi-sembunyi untuk membawakan saya makanan, sepupu saya
mengatakan bahwa saya datang karena saya kasihan.”*

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti memahami bahwa
terbatasnya interaksi mereka disebabkan karena tindakannya untuk
melakukan tindakan silariang yang merupakan pelanggaran adat, bahkan
untuk bertemupun harus sembunyi-sembunyi disebabkan adanya konsikuensi
yang harus diterima si  pelaku maupun keluarga yang menemui.
Konsekuensinya bisa berupa pembunuhan apabila ada orang yang melihat
dan tahu kalau ada keluarga yang menemui tumanynyala. Hukuman itu bukan
hanya kepada tumannyala melainkan kepada tumassiri’ yang menemui Si
pelaku silariang (kawin lart).

Menikah tanpa izin orang tua.

Berikut wawancara kepada salah satu tokoh agama Kota Makassar,
Ustaadz Agussalim Syam (45 tahun) beliau mengatakan:

“Karena saling mencintai di antara mereka kedua pasangan ketika tidak
dapat izin atau tidak dapat restu dari orang tua akhirnya melakukan silariang
(kawin lari) jadi pilihan. Karena tidak ada izin dari orang tua pihak

perempuan untuk menikahkan anaknya yang silariang (kawin lari) maka
pelaku ini ada asal diangkat menjadi wali nikah, dan akhirnya mereka

>!Narasumber S (42 tahun), Pelaku Kawin Lari (silariang), Wawancara 24 Maret 2024.
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menikah. Pada kasus silariang (kawin lari) dampak yang sering terjadi adalah
wali nikah susah ditentukan atau ada wali (tidak jelas) dan tidak izin dari wali
yang sebenarnya. Pelaku silariang (kawin lari) yang menikah dengan wali
yang tidak jelas itu sama saja tidak memakai wali. Lihat keadaan sekarang
sebagian pemuda, demi cinta sampai ingin mendapatkan murka dari Allah
SWT. Kawin lari sama saja dengan zina karena status nikah yang tidak
Sah"aSZ

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa
pemberian izin dari orang tua kepada pelaku silariang memiliki peran yang
penting. Ada perbandingan yang sama menurut pendapat salah satu tokoh
agama antara pemberian izin dan tidak memberikan izin. Selain itu, terdapat
kasus di mana pelaku silariang kadang-kadang diberi izin oleh wali nasabnya
untuk menikah. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peristiwa di mana orang
tua tidak memberikan izin kepada anak yang silariang (kawin lari). Jika tidak
mendapat izin dari orang tua namun ada keluarga yang setuju, maka si pelaku
dapat dinikahkan oleh wali nasabnya. Namun, jika tidak mendapat izin dari
orang tua maupun wali nasab, maka wali hakim dapat mengambil alih untuk
menikahkan si pelaku silariang.

Melakukan pelanggaran terhadap adat.

Berikut hasil wawancara dengan bapak H. Tompo (Kepala BIMAS
Kemenag), beliau mengatakan :

“Pernikahan Silariang (kawin lari) merupakan tindakan yang melanggar
aturan yang berlaku. Orang yang terlibat dalam silariang (kawin lari) sering
kali dianggap sebagai orang yang tidak baik. Oleh karena itu, jika ada
anggota keluarga yang melakukan silariang (kawin lari), biasanya akan
dihadapi dengan permusuhan atau kebencian sampai terjadi perdamaian yang

disebut abbaji oleh masyarakat. Hubungan orang yang terlibat dalam
silariang (kawin lari) dengan keluarganya menjadi sangat terbatas, terutama

52Agussalim Syam (45 tahun), Tokoh Agama Kota Makassar, Wawancara 4 April 2024.



39

jika keluarga perempuan telah memutuskan hubungan silaturahim. Silariang
(kawin lari) merupakan pelanggaran terhadap hukum adat. Meskipun pelaku
silariang (kawin lari) sudah dinikahkan oleh penghulu, namun hal tersebut
tidak menyelesaikan masalah sepenuhnya. Masih banyak tantangan yang
harus dihadapi oleh pelaku silariang (kawin lari) sebelum acara abbaji
dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan proses komunikasi agar kedua belah
pihak dapat berdamai. Kebencian dan dendam orang tua terhadap anak atau
suami anaknya tidak akan bertahan selamanya, terutama jika telah ada cucu.
Dengan demikian, keluarga, terutama keluarga perempuan, akan sedikit demi
sedikit membuka hati untuk menerima kembali anggota keluarga yang telah
melakukan silariang (kawin lari) dan mengakhiri permusuhan di antara
mereka.”*®

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti memahami bahwa
pernikahan silariang (kawin lari) di masyarakat Makassar dianggap sebagai
pelanggaran siri” menurut hukum adat ketika terjadi pelanggaran adat
perkawinan. Di sisi lain, mereka merasa malu atau tomasiri. Tindakan
tomannyala dengan kawin Silariang dianggap sebagai pelanggaran adat yang
berdampak buruk bagi tomasiri. Seluruh anggota keluarga dari pihak
perempuan merasa terganggu keseimbangannya yang dapat melemahkan
keutuhan dan makna kehidupan.

5. Tidak kembali dengan baik kepada orang tua

Berikut wawancara salah satu tokoh agama kepada ustaadz Agussalim
Syam (45 tahun), beliau menyabarkan :

” Dampak dari silariang (kawin lari) juga terjadi ketika pasangan tersebut
telah menikah secara resmi di tempat dimana mereka melangsungkan
silariang (kawin lari). Meskipun demikian, kedua belah pihak pasti ingin
pulang ke orang tua masing-masing, namun keluarga dari pihak perempuan
tidak akan menerima mereka begitu saja. Pasangan yang melakukan silariang
(kawin lari) dianggap sebagai orang mati yang berjalan. Untuk diterima

kembali oleh keluarga perempuan dan memulihkan kehormatan, pelaku
silariang (kawin lari) harus mengadakan acara ma’baji atau berdamai dengan

53H. Tompo (48 tahun), Kepala BIMAS Kemenag Kota Makassar, Wawancara 3 April
2024.
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keluarga perempuan. Selain itu, pelaku silariang (kawin lari) harus
memberikan mahar sebagai bentuk permintaan maaf, karena keduanya telah
melakukan kesalahan. Pihak laki-laki juga harus memberikan doe’ panai
(uang belanja). Jika pelaku silariang (kawin lari) tidak dapat memenuhi
semua persyaratan tersebut, mereka tidak akan bisa pulang ke rumah dan
harus tinggal selamanya di tempat silariangnya.”*

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti memahami bahwa orang yang
telah melakukan pernikahan silariang memiliki keinginan untuk datang
dengan baik dan berdamai dengan keluarga, terutama bagi perempuan.
Namun, sebagai seorang laki-laki, tentunya mereka juga berusaha
memberikan yang terbaik bagi keluarga perempuan, seperti memenuhi
permintaan yang diajukan oleh keluarga perempuan. Namun, dalam kasus ini,
kebanyakan dari mereka tidak dapat pulang dengan baik karena berbagai
faktor yang mempengaruhi pelaku silariang (kawin lari).

Cara mengatasi atau mengurangi kasus silariang (kawin lari) di
Makassar.

Menurut pandangan Kepala Bimas Kemenag Kota Makassar dan tokoh
agama agar tidak terjadi lagi kasus silariang (kawin lari) atau mengurangi
pelaku silariang (kawin lari) di Kota Makassar, maka beberapa hal berikut
yang harus diperhatikan :

1. Mengatur batasan dalam pergaulan yang bebas

Berikut wawancara bapak H. Tompo (48 tahun) beliau mengatakan :

” Pergaulan bebas dapat timbul karena beberapa faktor seperti kurangnya
perhatian dari orang tua, kekecewaan yang mendalam, ajakan dari teman, dan

faktor pacaran. Pergaulan bebas terutama dalam hubungan pacaran dapat
memicu terjadinya hubungan di luar pernikahan, yang sering kali berujung

> Agussalim Syam (45 tahun), Tokoh Agama Kota Makassar, Wawancara 4 April 2023.
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pada kasus pernikahan dini. Dampak dari pergaulan bebas tidak hanya
dirasakan oleh individu itu sendiri, tetapi juga berdampak pada orang tua dan
masyarakat sekitarnya. Mengingat bahwa lingkungan di luar keluarga
merupakan salah satu penyebab utama pergaulan bebas, maka penting bagi
orang tua untuk membatasi kebebasan anak dalam menghabiskan waktu
luangnya.”

Cara menghindari pergaulan bebas :
Hindari lingkungan yang buruk.
Batasi waktu keluar rumah.
Tanamkan sikap positif.

Larangan pacaran.
Jangan sampai salah dalam bergaul.
Banyak belajar ilmu agama.>

-~ ® 00 T

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa
penting bagi orang tua untuk memberikan perhatian emosional kepada
anak dan menjaga pergaulan mereka. Hal ini bertujuan agar anak tidak
terjerumus ke dalam perilaku negatif, seperti pernikahan dini, dan lebih
mendekatkan mereka pada hal-hal positif, seperti pemahaman agama.

2. Kedua belah pihak harus memberikan restu atas hubungan anaknya.

Berikut wawancara dengan tokoh agama ustaadz Agussalim Syam

(45 tahun) beliau mengatakan :

” Pernikahan adalah ikatan dua individu manusia, dimana keberadaan
seorang wali menjadi syarat mutlak. Wali ini menunjukkan persetujuan dari
orang tua masing-masing calon pengantin. Namun, terdapat banyak kasus
dimana pernikahan dilangsungkan tanpa restu orang tua, terutama dalam
kasus pernikahan lari. Biasanya, dalam kasus pernikahan lari, pihak
perempuan yang tidak mendapatkan restu dari orang tua atau wali nasabnya.
Meskipun tidak mendapat restu dari pihak perempuan, pernikahan tetap
dilangsungkan. Rukun nikah meliputi ijab kabul, kehadiran mempelai pria
dan wanita, wali, serta dua orang saksi. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi,

%5 H. Tompo (48 tahun), Kepala BIMAS Kemenag Kota Makassar, Wawancara 3 April
2024.
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pernikahan dianggap tidak sah. Namun, jika pernikahan dilakukan dengan
wali hakim, proses pernikahan tetap dapat dilaksanakan. Semua proses
pernikahan diserahkan kepada Kepala KUA dan kemudian dibawa ke
pengadilan agama untuk melegalkan pernikahan tanpa persetujuan orang tua
atau wali nasab. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memberikan
restu dalam pernikahan anaknya agar menghindari pernikahan lari.”*®

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti memahami bahwa penting bagi
orang tua untuk memberikan restu kepada anak-anak mereka dalam memilih
pasangan hidup, karena mereka yang akan menjalani kehidupan berumah
tangga. Pernikahan yang tidak didukung oleh restu orang tua dianggap tidak
sah.

3. Memberikan nasehat dan memahami agama.

Berikut wawancara dengan tokoh agama ustaadz Agussalim Syam (45

tahun), beliau mengatakan :

“Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan
nasehat dan pendidikan agama kepada anak-anak mereka. Jika orang tua tidak
mampu memberikan nasehat dan pendidikan agama dengan baik, anak-anak
dapat terjerumus ke dalam perkawinan silang yang tidak diinginkan. Namun,
dengan memberikan nasehat yang benar dan mendidik dengan ilmu agama,
anak-anak dapat dijauhkan dari pergaulan negatif dan tidak akan terlibat
dalam perkawinan silang.”’

Peneliti dapat memahami bahwa peran orang tua terhadap anak sangatlah
penting. Hal ini dikarenakan anak-anak cenderung mengikuti perilaku dan
contoh yang diberikan oleh orang tua mereka. Oleh karena itu, menjadi
kewajiban bagi orang tua untuk memberikan contoh yang baik kepada anak-

anak mereka. Orang tua merupakan tempat pertama di mana anak-anak

%6 Agussalim Syam (45 tahun), Tokoh Agama Kota Makassar, Wawancara 4 April 2024.
% Agussalim Syam (45 tahun), Tokoh Agama Kota Makassar, Wawancara 4 April 2024.
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belajar, sehingga mereka akan lebih mudah menerima nasehat yang diberikan
oleh orang tua jika orang tua tersebut memberikan contoh terlebih dahulu.
Selain itu, orang tua juga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ilmu
agama. Mereka dapat memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang
bagaimana bergaul dengan baik dan memberikan pendidikan agama kepada
mereka. Dengan belajar ilmu agama, anak-anak akan terhindar dari perilaku
negatif seperti pernikahan silang.
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Legalitas Wali Nikah Silariang

(Kawin Lari) di Kemenag Kota Makassar.

1. Pandangan hukum Islam tentang legalitas wali nikah silariang.

Manusia dilahirkan dengan berpasang-pasangan yang sudah menjadi
kodratnya untuk melanjutkan keturunan dan hidup berkeluarga melalui
hubungan pernikahan. Pernikahan dalam Islam merupakan sunnah Rasulullah
SAW yang disyari’atkan bagi muslim yang telah sanggup melaksanakannya
sehingga bagi orang yang mengingkari sunnah Rasulullah SAW ini dianggap
sebagai orang yang tidak termasuk ummatnya. Selain untuk melaksanakan
ibadah, pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan
sejahtera lahir batin yang disebut keluarga sakinah mawaddah warahmah.>®

Islam mensyari’atkan nikah sebagaimana firman Allah SWT dalam surah

An-Nur ayat 32:

%8 Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Kitab al-Nikah Babu al-Targibi fi al-Nikah, No.
hadis 5063 Sahih al-Bukhari Edisi VI. Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2009, h. 955.
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Terjemahan :

”Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan
juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik
laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi
kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas
(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Setiap orang memiliki alasan tersendiri yang mendorongnya untuk
menikah. Islam sebagai agama penyempurna memberikan koridor yang
terang terhadap alasan-alasan tersebut. Islam mengharamkan pernikahan
dengan alasan yang buruk, misal laki-laki hanya ingin menguasai harta
perempuan yang ingin dia nikahi dan lain-lain. Islam bahkan menjadikan
pernikahan wajib hukumnya bagi seseorang yang telah mampu dan khawatir
terjerumus ke dalam perbuatan zina. Menikah merupakan sunnah dari Nabi
Muhammad SAW.*

Pernikahan merupakan suatu kebaikan untuk direalisasikan dan dalam
merealisasikannya dibutuhkan tatacara dan tahapan-tahapan yang sesuai
dengan landasan syariah. Memenuhi rukun dan syarat dalam prosesi
pernikahan adalah suatu keniscayaan agar pernikahan dapat dinyatakan sah
sesuai dengan tuntunan Islam. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian

masyarakat Indonesia lebih  mengedepankan prosesi adat dalam

melangsungkan perkawinan. Sama halnya dengan bentuk perkawinan yang

Tim Ulin Nuha ma’had Aly An-Nur. Figih Munakahat (Cet. 11; Solo; Kiswah Media),
2018, h. 13.
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dilakukan masyarakat Indonesia terutama yang menganut agama Islam,
namun demikian dalam hal hukum adat masyarakat adat suku bugis makassar
perkawinan yang dilakukan dapat pula dengan bentuk perkawinan silariang
(kawin lari).®°

Salah satu rukun dalam sebuah pernikahan adalah adanya wali karena
wali dalam pernikahan merupakan rukun, maka pernikahan tidak akan sah
tanpa adanya wali bagi mempelai perempuan.

Demikian yang dikemukakan oleh pendapat jumhur ulama. Suatu
pernikahan tidak dipandang sah, kecuali adanya wali dalam proses sebuah
pernikahan sebagaimana dinyatakan dalam hadis dari Aisyah r.a, Rasulullah

Shallallahu alaihi Wasallam bersabda:

JISSWETET L G s B R aEIl e G
AL ERSwiwrinlE. B o (IR
Le> L8005, Lei s USI Jan s S8 oT};u
Loy Headl Lgdil Lgo 355 L3, JbLo
C 1ehaSB gLs , Lea)d b Jn5u!
4—>J—>‘ ( T uLb-l—u*—”J
i1 5o g0l dxxing ,EL/.U_}_H Yl A_X_UYI
asLadly QU (01

e

Artinya :

“Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anha bahwa Rasulullah Shallallaahu
‘alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan yang nikah tanpa izin walinya,
maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia
wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan
darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali
bagi wanita yang tidak mempunyai wali." Dikeluarkan oleh Imam Empat

®*Ramdan Wagianto. Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Perspektif Sosiologi
Hukum Islam, Jurnal online, 2020. www.ejurnal.uin-suka.ac.id.
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kecuali Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan
Hakim.”®

Adapun hadits yang lain dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi

Wasallam, sebagai berikut :
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Artinya :

“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu
‘alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan tidak boleh menikahkan
perempuan lainnya, dan tidak boleh pula menikahkan dirinya." Riwayat
Ibnu Majah dan Daruquthni dengan perawi-perawi yang dapat
dipercaya.”®

Dari hadits di atas hendak dipahami bahwa seorang wanita boleh
mengawinkan dirinya bila telah mendapat izin dari walinya, karena si
perempuan tidak mempunyai wewenang untuk itu, apabila telah mendapat
izin dari walinya, namun oleh beberapa sebab seperti tempat tinggalnya jauh
atau dalam tahanan dan sebagainya, maka wali itu tidak dapat secara
langsung menikahkannya maka hakimlah atau penghulu menjadi wali

hakimnya, demikian juga si perempuan itu tidak boleh mewakilkan kepada

2 Abu Ahmad As-Sidokare, Hadis Sunan Ad-Darimi, Web Hadis 9 Imam Revisi 1, 2009,
Hadis no, 2089.

82 Abu Ahmad As-Sidokare, Hadis Sunan Ad-Darimi, Web Hadis 9 Imam Revisi 1, 2009,
Hadis no, 2088.
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seseorang untuk menikahkan dirinya karena dia tidak mempunyai wewenang

untuk itu.%

Suatu perkawinan tidak dipandang sah kecuali ada wali, sebagaimana

dinyatakan dalam hadits berikut :
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Artinya :

“Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radhiallaahu ‘anhu

bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Tidak sah

nikah kecuali dengan wali.” Riwayat Ahmad dan Imam Empat, Hadits

shahih menurut Ibnu al-Madiny, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. Sebagian

menilainya hadits mursal.”®

Adapun pendapat ulama Imam Hanafiah, sebagai berikut:

Abu Hanafiah, Zufar, Sya’by dan Zuhry berpendapat, bahwa seorang
wanita boleh menikahkan dirinya tanpa wali, asal calon suami istri itu sekufu
(mempunyai kedudukan yang sederajat). Abu Hanifah dan Abu Yusuf

malahan mengatakan bahwa wanita yang baligh lagi berakal boleh

menikahkan dirinya dan anak perempuannya yang masih belum dewasa

8 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Rumah Tangga dalam Islam, Jakarta: Siraja 2003, h.
73.

% Abu Ahmad As-Sidokare, Hadits Sunan Ad-Darimi, Web Hadits 9 Imam Revisi 1,
Hadits no.2090, 2009.
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(kecil) dan dapat pula sebagai wakil dari orang lain, tetapi sekiranya wanita
itu ingin kawin dengan seorang laki-laki yang tidak kufu, maka wali itu dapat
menghalanginya, para wali juga dapat menghalangi pernikahan apabila
maharnya lebih kecil (rendah) dari mahar yang biasanya berlaku (dipandang
tidak wajar), sekiranya wanita itu tidak mempunyai wali (dalam
kedudukannya ahli waris) dan yang ada hanya wali hakim saja, maka wali itu
tidak ada hak untuk menghalangi wanita menikah dengan laki-laki yang tidak
sekufu dan maharnya lebih kecil (rendah) sekalipun, karena wewenang
berada di tangan wanita itu sepenuhnya. Kendatipun tidak kufu dan maharnya
kecil tidak ada yang menanggung malu dari keluarganya (walinya).®
Sebagaimana pendapat imam Abu Hanifah adalah dalam surah Al-
Bagarah ayat 230, sebagai berikut :
Lr»ba- 1x0 U—‘ 4_1 J_k_> p L@_LLb G
Bl Tl UEF e g o S A0S

U‘ i U‘ LD‘J_)_} Ul Lo_g_;_l_c Cl—"}
5&” JjuL> J_l_>3 =UJ| .)34_> l_A_ﬁ_Q_)

. Ol = 93;9_5 l_@_:_:_:q

Terjemahan :

“Kemudian jika dia menceraikan (setelah talak yang kedua), maka
perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan
suami yang lain. Kemuadian jika suami yang lain itu menceraikannya,
maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri)
untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat

74.

® M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Rumah Tangga dalam Islam, Jakarta: Siraja 2003, h.
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menjalankan hukum-hukum Allah. itulah ketentuan-ketentuan Allah
yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.”®

Pernikahan silariang tidak diperbolehkan dalam agama karena kawin
silariang jelas-jelas dilarang oleh agama dan tidak diakui oleh negara. Dari
perspektif hukum Islam, perkawinan silariang melibatkan nafsu yang tidak
terkontrol dan dapat memberikan dampak negatif. Sebagai individu yang siap
menikah, penting untuk mencegah perbuatan zina. Dalam syariat Islam, zina
dihukum dengan rajam. Jadi, perkawinan yang tidak sah terjadi ketika syarat-
syarat nikah tidak terpenuhi, seperti tidak mendapat persetujuan dari wali. Oleh
karena itu, perkawinan silariang dianggap batal atau tidak sah. Pembatalan
pernikahan karena silariang dapat mengakibatkan ketidaksahterikatan secara
legal dan agama dalam hubungan suami istri. Jika pelaku silariang melakukan
hubungan jima' tanpa persetujuan wali, maka perbuatan tersebut dianggap

sebagai zina menurut hukum syar'i.*’

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut hukum Islam, peneliti dapat
menyimpulkan bahwa Jumhur Ulama mewajibkan adanya wali saat akad nikah
karena merupakan salah satu rukun dalam pernikahan. Namun, jika orang tua
dari kedua belah pihak tidak memberikan izin, maka pernikahan dianggap tidak
sah. Pelaku dianggap telah melakukan perbuatan diluar syarat-syarat
pernikahan, sehingga pernikahannya dianggap tidak sah atau disebut sebagai

berzina. Dalam kasus silariang (kawin lari), hasil penelitian menunjukkan

®® Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta Timur: Bintang
Indonesia, 2022) h. 36.

¢ Muh Saleh, Jumadil, Agus Cahyadi, Amrul, Silariang dalam Perspektif Hukum Islam
dan Hukum Adat, (Vol. 3, No. 02: Al-Azhar Islamic Law Review, Juli 2021), h. 108.
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bahwa ada pelaku yang seumur hidupnya tidak mendapatkan izin perwalian
dari wali nasabnya. Akibatnya, pelaku tetap menikah dan tidak pulang baik
(ma'baji) atau pulang baik karena sudah dianggap meninggal oleh kedua orang

tuanya karena tidak mendapatkan ridha dari mereka.

Perwalian yang tidak jelas kedudukannya dianggap tidak sah menurut
agama dan dianggap sebagai perbuatan berzina karena tidak mendapatkan izin

menikah dari orang tua, terutama orang tua dari pihak perempuan.

Legalitas Wali Nikah Silariang di Kemenag Kota Makassar.

Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan seseorang jika tidak
mendapatkan wali sah dari orang tua, berdasarkan wawancara dari tokoh
agama terhadap wali nikah silariang (kawin lari) ustaadz Agussalim Syam (45
tahun), berikut hasil wawancara :

”Dalam kasus ini, perkawinan silariang (kawin lari) biasanya dimulai oleh
pihak perempuan karena tidak mendapatkan izin dari orang tua atau wali
nasabnya. Oleh karena itu, ada proses dimana perempuan tersebut pergi ke
orang tuanya untuk mengajukan surat izin pernikahan. Jika orang tua tidak
memberikan izin dan hal ini menjadi masalah, maka perempuan tersebut akan
dinikahkan dengan wali nikah hakim. Mengapa harus dengan wali nikah
hakim? Hal ini dikarenakan perkawinan silariang (kawin lari) memiliki proses
yang berbeda dengan perkawinan biasa dimana imam lingkungan langsung
menikahkan pelaku meskipun belum ada izin dari wali nasabnya, hal ini
disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau ketidaktahuan mengenai proses
tersebut. Terkadang, pihak perempuan yang melakukan perkawinan silariang
ini biasanya hamil terlebih dahulu, namun orang tua tidak setuju karena faktor
garis keturunan, bukan karena garis Kketurunan perempuan itu sendiri.
Biasanya, perempuan tersebut berasal dari garis keturunan raja (karaeng),
sedangkan pihak laki-laki berasal dari garis keturunan biasa. Oleh karena itu,
setelah ada penjelasan lebih lanjut, pihak perempuan akan mengurus ke imam
lingkungan dan imam lingkungan akan mengurus ke orang tua untuk
menandatangani surat izin pernikahan anaknya. Jika setelah 3 atau 4 hari orang
tua masih tidak mau menandatangani surat tersebut atau tidak memberikan
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izin, maka akan diambil tindakan untuk dinikahkan dengan menggunakan wali
hakim sesuai dengan prosedur yang ada.”®®

Berdasarkan hasil wawancara, penelitian dapat menyimpulkan bahwa
pelaksanaan pernikahan memerlukan keberadaan wali karena wali merupakan
salah satu rukun nikah. Oleh karena itu, pernikahan tidak sah jika tidak ada
wali. Pendapat ini didasarkan pada beberapa pendapat mayoritas ulama.
Namun, ada juga pendapat yang menganggap bahwa perkawinan tetap sah
meskipun tanpa adanya wali atau keberadaan wali yang tidak jelas.

Prosedur yang dilakukan Kemenag ketika ada wali nasab tidak ingin
menjadi wali di pernikahan anaknya, yaitu :

1. Calon pengantin mengisi data-data dan berkas yang sesuai kebutuhan
kelengkapan berkas di KUA.

2. Apabila calon pengantin perempuan tidak memiliki atau tidak dapat
izin dari walinya, maka penghulu KUA memanggil calon pengantin
untuk memastikan walinya, jika wali calon tidak memberikan izin
dalam pernikahan calon pengantin perempuan.

3. Maka penghulu Dbertindak untuk menghubungi wali pengantin
perempuan jika wali dari calon pengantin wanita tetap pada
keputusannya, yaitu menolak atau tidak setuju dalam pernikahan calon
pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki tersebut, maka
penghulu selaku Pegawai Pencatat Nikah. Akan memberikan surat

keterangan kekurangan persyaratan nikah kepada calon pengantin

®® Agussalim Syam (45 tahun), Toko Agama Kota Makassar, Wawancara 4 April 2024
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bahwa pencatatan nikah tidak dapat dilaksanakan karena kekurangan
persyaratan nikah, yaitu tidak memberikan izin atau keenganan wali
untuk menjadi wali nikah dalam pencatatan nikah yang akan
dilaksanakan.

4. Setelah calon pengantin mendapatkan penjelasan tersebut, maka
penghulu akan memberikan surat keterangan penolakan dikarenakan
wali nasab tetap pada pendiriannya dan tidak mau menjadi wali atas
pernikahan calon pengantin wanita.

5. Selanjutnya surat keterangan penolakan pernikahan dikirim ke
Pengadilan Agama (PA) untuk mendapatkan wali untuk menikah, dan
calon pengantin membawa berkas yang telah didaftarkan di KUA dan
dilampiri Surat Keterangan Penolakan Perkawinan ke Pengadilan
Agama (PA) untuk mendaftarkan perkara sebagai pemohon dan
walinya sebagai termohon.

6. Pengadilan Agama akan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan
untuk memeriksa perkara tersebut sebelum diterbitkan penetapan wali
yaitu wali dinyatakan tidak memberikan izin atau membangkang
sekaligus memerintahkan kepala KUA, selaku penghulu untuk
mencatat pernikahan tersebut, dan kepala KUA yang bertindak sebagai

wali hakim, karena wali nasabnya tidak mengizinkan.

Berdasarkan wawancara dari kepala BIMAS Kemenag Kota

Makassar bapak H.Tompo (48 tahun) sebagai berikut:
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“Jika ada wanita yang ingin menikah kemudian orang tua atau
walinya tidak memberikan izin, tidak mau menjadi wali, padahal
perempuan tersebut sudah memenuhi syarat untuk menikah baik syarat
adminitrasi ataupun syarat yang ditetapkan syariah, maka cara yang
ditempuh oleh KUA adalah melengkapi berkas pernikahan tersebut
kemudian di tolak dengan harapan sang perempuan tadi menjadikan alasan
penolakan itu untuk mengajukan ke Pengadilan Agama minta penetapan
wali terhadap perkawinan yang dikehendakinya itu.”®®

Dalam pernikahan silariang untuk mendapatkan izin atau restu dari
orang tua tidak mudah, apabila orang tua tidak memberika izin kepada
anak tersebut padahal anak tersebut telah memenuhi syarat untuk menikah
baik secara syariat atau administrasi maka langkah-langkah yang ditempuh
yaitu: melengkapi berkas di KUA untuk mengajukan wali hakim sebagai
penganti wali nasab, jika KUA menolak pengajuan tersebut maka akan
dialihkan ke Pengadilan Agama di daerah tersebut untuk pengajuan

penetapan wali nikah pada pernikahan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
pernikahan silariang tidak mudah untuk mendapatkan wali nikah dan
harus melakukan pengajuan wali nikah di KUA dengan harus melengkapi
persyaratan adminitrasi yang telah diberikan, jika KUA menolak
pengajuan wali nikah tersebut maka dialihkan ke pengadilan agama untuk

menetapkan wali nikah.

2024,

® H. Tompo (48 tahun), Kepala BIMAS Kemenag Kota Makassar, Wawancara 14 Mei



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab
sebelumnya maka dapat dirincikan beberapa kesimpulan dalam bentuk poin
berikut ini :
1. Dampak yang ditimbulkan oleh kasus silariang (kawin lari) di Kemenag
Kota Makassar adalah adanya beberapa kasus yang terjadi. Salah satunya

adalah tersingkirnya pelaku silariang dari keluarganya sendiri. Hal ini
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bertentangan dengan konsep bahwa dalam sebuah rumah tangga, semua
anggota keluarga harus saling memahami satu sama lain. Tujuan dari
perkawinan sendiri adalah untuk membina rumah tangga yang sejahtera
dan bahagia. Selain itu, kasus silariang juga dapat menyebabkan
keretakan dalam keluarga, karena pelaku melakukan pernikahan tanpa
izin dari orang tua dan melanggar adat. Selain itu, mereka juga tidak
pulang dengan baik ke orang tua mereka.

2. Pandangan hukum lIslam tentang legalitas wali nikah silariang (kawin
lari) di Kemenag Kota Makassar adalah apabila pelaku silariang (kawin
lari) mendapat izin dari orang tua untuk menggunakan wali hakim maka
pernikahannya itu tetap sah. Akan tetapi jika tidak mendapatkan izin dari
orang tua untuk menikah maka pernikahannya tidak sah dan dianggap

berzina.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan saran
sebagai berikut:

Menyarankan agar untuk memahami dan lebih menyadari bagaimana
pentingnya dampak perkawinan silariang untuk diperhatikan dalam membangun
rumah tangga yang harmonis, dan saling menjaga apalagi melihat bagaimana
pengaruh terhadap keluarga dalam berumah tangga sebagai orang tua harus
menjaga pergaulan anaknya agar tidak melakukan perbuatan yang tidak

diinginkan dan perlunya mendidik dengan baik.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara dengan Kepala BIMAS Kemenag
Kota Makassar.
1. Apa yang anda ketahui tentang Pernikahan Silariang ?
2. Apa dampak yang terjadi sehingga timbulnya pernikahan silariang ?
3. Bagaimana cara mengatasi jika pernikahan silariang terus ada
dikalangan masyarakat ?
4. Bagaimana pandangan kemenag tentang pernikahan silariang dalam

perspektif hukum islam ?
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5. Langkah apa yang dilakukan kemenag jika mendapatkan pernikahan

dengan wali tidak mengizinkan anak untuk menikah ?

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara dengan Tokoh Agama.

1. Bagaimana pendapat anda tentang pernikahan silariang ?

2. Bagaimana pandangan hukum islam dalam pernikahan silariang ?

3. Apakah masyarakat sekitar berkonsultasi atau bertanya terkait
bagaimana pernikahan silariang yang tidak mendapatkan izin dari wali

nasabnya?

Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian
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